BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Para Ulama sepakat bahwa mahar merupakan syarat nikah dan tidak
boleh diadakan persetujuan untuk meniadakannya'. Diakui secara ijma’
bahwa dalam rukun Islam untuk sahnya pemenuhan menjalankan suatu
perbuatan selalu disertai adanya syarat dan rukun. Demikian juga dalam
pernikahan, dapat dikatakan sah apabila syarat dan rukun tadi terpenuhi.

Dalam rukun Islam tidak disebutkan jenis kualitas dan kuantitas mahar,
karena akan ada selalu perbedaan sosial, antara kaya dan miskin, berpangkat
dan tidak berpangkat. Karena Islam menyerahkan kualitas (jenis dan mutu)
dan kuantitas (jumlah) mahar kepada kesepakatan kedua belah pihak.
Sehingga nash yang memberikan ketentuan tentang mahar tidaklah
dimaksudkan kecuali untuk menunjukkan betapa pentingnya nilai mahar
tersebut (menunjukkan kemuliaan perempuan dalam pandangan Islam) tanpa
melihat besar kecilnya jumlah mahar.

Didalam al-Qur’an, As-Sunnah dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)
mengatur tentang pemberian mahar, tetapi tidak ada ketentuan dasar batas
minimal atau maksimalnya. Oleh karena itu, Nash-nash tentang pemberian

mahar justru memberikan kebebasan pemberian menurut kemampuan yang

" Tonu Rusyd, Terjemah Bidayatul Mujtahid, penerjemah: M. A. Abdurrahman dan A. Harits
Abdullah, (Semarang: CV, Asy-Syifa’, 1990), 385.



bersangkutan disertai kerelaan dan persetujuan masing-masing pihak yang
akan menikah untuk menetapkan jumlahnya.”

Mahar bukanlah untuk menghargai atau menilai, melainkan sebagai bukti
bahwa calon suami sebenarnya cinta kepada calon istrinya, sehingga dengan
sukarela ia mengorbankan hartanya untuk diserahkan kepada istrinya itu,
sebagai tanda suci hati dan sebagai pendahuluan bahwa si suami akan terus
menerus memberikan nafkah kepada istrinya.’

Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan wanita dengan
memberikan hak kepadanya, yaitu hak untuk menerima mahar (maskawin).
Mahar merupakan syarat sahnya nikah, bahkan Imam Malik mengatakan
sebagai rukun nikah, maka hukum memberikannya adalah wajib*. Mahar
hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri.

Mahar merupakan pemberian dari calon mempelai pria kepada calon
mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang maupun jasa yang tidak
bertentangan dengan hukum Islam. Pemberian tersebut sebagai syarat sahnya
pernikahan sehingga hukum mahar adalah wajib’. Sesuai firman Allah SWT

dalam surat an-Nisaa’ ayat 4:

> A. Tihami, Fikih Munakahat, Kajian Figih Nikah Lengkap, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 40.
> Muhammad Yunus, Hukum Perkawinan dalam Islam, (Jakarta: Hida Karya Agung, 1983), 82.
* Ibid. 38.

> Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam, Cet. 11, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 24.



Artinya: “Dan berikan maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu
nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka
menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati,
maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.” (Q.S. an-

Nisa’: 4)°
Adapun cara pembayaran mahar ada dua cara, yaitu:

1. Pembayaran dilakukan secara tunai

2. Pembayaran dilakukan dihari kemudian

Tentang pemberian mahar (maskawin) itu boleh saja dibayarkan tunai
atau sebagian dibayarkan kelak. Hal ini diserahkan sebagaimana kebiasaan di
dalam masyarakat. Akan tetapi, apabila telah terjadi hubungan seksual antara
suami dan istri, atau suami meninggal dan belum terjadi hubungan seksual,

maskawin wajib dibayarkan seluruhnya.’

Menurut KHI pasal 33 ayat 1 dan 2, disebutkan bahwa “penyerahan
mahar dilakukan dengan tunai”. Namun “apabila calon mempelai wanita
menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik seluruhnya atau
utang sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi utang

mempelai pria”. Undang-undang perkawinan tidak mengatur mengenai mahar

® Tim Penyusun Depertemen Agama RI, a/-Qur’an dan Terjemah, (Bandung: CV DiPonerogo),
61.

"Departemen Agama, [mu Figh, Cet. II, (Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana
Perguruan Tinggi Agama, 1984), 114.



ini. Hal ini karena “mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan.” (pasal

34 ayat 6)°

Penyebutan mahar, jumlah serta bentuknya termasuk didalamnya tunai
atau utang sebagian, diucapkan pada saat akad nikah. Oleh karena itu,
sifatnya yang bukan merupakan rukun dalam perkawinan, maka kelalaian
menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akan nikah tidak menyebabkan
batalnya pernikahan. Begitu pula halnya dalam keadaan masih berutang,
tidak mengurangi sahnya suatu perkawinan (pasal 34 ayat 2)°. Jadi
pembayaran mahar yang ditangguhkan tersebut tergantung pada persetuajuan
istri. Apabila mempelai laki-laki belum menyerahkan mahar, mempelai
perempuan mempunyai hak untuk menolak berhubungan suami istri, sampai

dengan dipenuhinya mahar tersebut."

Sayyid Sabiq dalam bukunya “Figh Sunnah” mengatakan bahwa
pelaksanaan mahar dengan kontan atau hutang sebagian. Hal ini terserah
kepada adat masyarakat dan kebiasaan yang berlaku. Tetapi sunnah

membayar kontan sebagian.'' Hal ini didasarkan pada hadits Nabi SAW:
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¥ Tim Redaksi Nusantara, Kompilasi Hukum Islam, Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan
Perwakatan, (Bandung: Nusantara Aulia, 2008), 10.
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Ibid. 10.

1% Slamet Abidin, Fikih Munakahat, Jilid I, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 115.

" Sayyiq Sabiq, Figh Sunnah 7, (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1981), 62.



“Dari Ibnu Abbas r.a bahwa Nabi SAW melarang Ali mengumpuli Fatimah
sampai ia memberikan sesuatu kepadanya. Lalu jawabannya: “saya tidak
memiliki apa-apa”. Maka Nabi bersabda: “dimanakah baju besi
huthamiyahmu?” Lalu berikanlah barang itu kepada Fatimah”. (H.R. Abu

Daud, Nasa’i dan Hakim dan di sahkan olehnya)

Apabila telah terjadi hubungan seksual antara suami dan istri, atau suami
meninggal dan belum terjadi hubungan seksual, maskawin wajib bayar
seluruhnya. Tetapi Imam Malik berpendapat, apabila suami meninggal
sebelum terjadinya hubungan seksual tidak wajib membayar maskawin.
Dalam keadaan begini menurut Imam Malik, istrinya menerima warisan
saja’’. Sedangkan Imam Al-Auza’i berpendapat bahwa menunda pembayaran
mahar dibolehkan meskipun sampai kematian atau terjadinya perceraian.
Penundaan pembayaran mahar tidak terbatas sebagaimana dalam jual beli
karena penundaan pembayaran mahar bersifat ibadah. Yang penting, suami

tetap wajib membayar."?

Dari uraian diatas jelaslah bahwa mahar pemberian pria kepada wanita
sebagai pemberian wajib, bukan sebagai pemberian atau ganti rugi. Mahar itu
untuk memperkuat hubungan dan menumbuhkan tali kasih sayang dan saling

mencintai antara kedua suami istri.

"2 Departemen Agama, //mu Figih, Jilid 11, (Jakarta: 1984), 114.

" Tonu Rusyd, Terjemah Bidayatul Mujtahid, penerjemah: M. A. Abdurrahman dan A. Harits
Abdullah,... 394.



Dalam hal penundaan mahar (diutang), terdapat dua perbedaan
dikalangan ahli fikih. segolongan ahli fikih berpendapat bahwa mahar itu
tidak boleh diberikan dengan cara diutang keseluruhan. segolongan ahli fikih
lainnya mengatakan bahwa mahar boleh ditunda pembayarannya, tetapi
menganjurkan agar membayar sebagian mahar di muka manakala hendak
menggauli istri. Di antara fugaha’ yang membolehkan penundaan mahar, ada
yang membolehkannya hanya untuk tenggang waktu yang terbatas dan ia
menetapkan batas waktu tersebut, tetapi dengan menganjurkan pembayaran
sebagian mahar di muka manakala hendak menggauli (dukhul). Pendapat ini
dikemukakan oleh Imam Malik. Dan ada pula yang membolehkannya karena
kematian atau perceraian. Ini adalah pendapat al-Auza’i.'* Silang pendapat
ini disebabkan, apakah perkawinan itu dapat disamakan dengan jual beli

dalam hal penundaan, ataukah tidak dapat disamakan dengannya.?

Bagi Imam Malik yang mengatakan dapat disamakan dengan jual beli,
maka beliau berpendapat bahwa penundaan mahar tersebut tidak boleh
sampai terjadinya kematian atau penceraian, sedangkan bagi Imam Al-Auza’i
mengatakan tidak dapat disamakan dengannya, maka beliau membolehkan

. 15
penundaan kematian dan perceraian.

Berangkat dari permasalahan di atas, penulis tertarik untuk membahas

lebih lanjut ke dalam karya skripsi. Kemudian penulis akan membahas lebih

“ Ibid.
5 bid.



spesifik ke dalam skripsi yang berjudul “Studi Perbandingan Pendapat Imam

Malik dan Imam Al-Auza’i tentang penundaan pembayaran mahar”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka penulis mengidentifikasi
permasalah-permasalah yang berkaitan dengan penundaan pembayaran

mabhar, yaitu:

a. Imam Malik berpendapat bahwa ia membolehkan penundaan pembayaran
mabhar, tetapi beliau menganjurkan membayar sebagian mahar manakala
hendak menggauli dan beliau menetapkan batas waktu

b. Imam Al-Auza’i berpendapat bahwa ia membolehkan penundaan
pembayaran mahar di antara kematian dan perceraian.

c. sekelompok ulama tidak membolehkan sama sekali

berdasarkan identifikasi masalah tersebut, penulis membatasi masalah

pada pokok pembahasan, yakni:

a. Imam Malik berpendapat bahwa ia membolehkan penundaan pembayaran
mahar, tetapi beliau menganjurkan membayar sebagian mahar manakala
hendak menggauli dan beliau menetapkan batas waktu.

b. Imam Al-Auza’i berpendapat bahwa ia membolehkan penundaan
pembayaran mahar di antara kematian dan perceraian.

C. Rumusan Masalah



Dari latar belakang yang telah disampaikan di atas, maka yang menjadi
permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:
1. Bagaimana pendapat Imam Malik dan Imam Al-Auza’i tentang
penundaan pembayaran mahar?
2. Apa persamaan dan perbedaan pendapat Imam Malik dan Imam Al-Auza’i
tentang penundaan pembayaran mahar?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang
sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti, sehingga terlihat
jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan
pengulangan/duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.'® Penelitian
yang mengangkat topik tentang studi perbandingan Imam Malik dan Imam Al-
Auza’i tentang penundaan pembayaran mahar dikatakan masih belum banyak

ditemukan.

Adapun peneliti yang sudah membahas tentang mahar diantaranya: Nur
kholis (2008)"7 dalam skripsinya “Studi Komparatif Tentang Mahar Nikah
Tafwid Antara Ulama Hanafiyah dan Malikiyah”. Di sini ia memaparkan
pendapat kedua ulama tersebut mengenai mahar nikah tafwid dan istinbath
hukum yang digunakan oleh kedua ulama tersebut kaitannya dengan mahar nikah

tafwid.

!¢ Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi,(Surabaya,
2012), 9.

" Nur Kholis, Studi Komparatif Tentang Mahar Nikah Tafwid Antara Ulama Hanafiyah dan
Malikiyah, (Skripsi Pada Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah, Fakultas Syari’ah, TAIN Walisongo,
Semarang, 2008)



Umi Masrurah (2006)'® “Studi Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Batas
Minimal Mahar Kaitannya dengan KHI Pasal 31”. Disini ia memaparkan bahwa
batas minimal pemberian mahar menurut Imam Malik dalam suatu pernikahan
adalah seperempat dinar. Ini digiaskan dengan adanya batasan hukum potong
tangan dalam kasus pidana pencurian sebagai ketentuan yang sama bagi
pembatasan minimal mahar. Sedangkan KHI tidak memberikan ketentuan
tentang batas minimal atau maksimal mahar. Nash-nash tentang pemberian
mahar justru memberikan kebebasan pemberian menurut kemampuan masing-

masing dalam memberikan harta.

Dalam skripsi ini, penulis akan memfokuskan lebih spesifik mengenai
perbandingan pendapat Imam Malik dan Imam Al-Auza’i tentang penundaan

pembayaran mahar.

E. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui pendapat Imam Malik dan Imam Al-Auza’i tentang
penundaan pembayaran mahar
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pendapat Imam Malik dan
Imam Al-Auza’i tentang penundaan pembayaran mahar.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, ada beberapa kegunaan yang dapat diambil

baik secara teoritis maupun praktis, yakni sebagai berikut:

'8 Umi Masruroh, Studi Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Batas Minimal Mahar Kaitannya
Dengan KHI Pasal 13, (Skripsi pada jurusan Ahwal As-Syakhsiyah, Fakultas Syari’ah, IAIN
Walisongo, Semarang, 2006)
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1. kegunaan teoritis:

a. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai media untuk membuktikan
kesesuaian antara teori-teori yang diperoleh di bangku kuliah dengan
praktik di lapangan, terutama yang berkenaan dengan penundaan
pembayaran mahar.

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi bagi khazanah
kepustakaan di UIN Sunan Ampel, sehingga dapat dijadikan sebagai
referensi untuk penelitian berikutnya.

2. kegunaan praktis:

a. Sebagai upaya penyadaran kepada masyarakat (dalam hal ini pasangan
yang hendak menikah) tentang penundaan pembayaran mahar sehingga
dalam menuntukan mahar tidak menyulitkan pihak laki-laki.

b. Untuk memberikan pertimbangan kepada pihak yang hendak menikah
agar dalam menetapkan mahar harus berdasarkan kemampuan masing-
masing orang sesuai dengan adat dan tradisi yang berlaku di masyarakat.

G. Definisi Operasional
Untuk menghindari terjadinya mis-understanding, maka istilah pokok
yang ada dalam penelitian ini akan didefenisikan secara operasional:

1. Studi Perbandingan pendapat adalah: ilmu pengetahuan yang membahas
persamaan dan perbedaan pendapat fugaha dengan cara membandingkan

dalil masing-masing.
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2. Mahar (mas kawin) adalah secara terminologi artinya pemberian wajib
dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami

untuk menimbulkan rasa kasih bagi sang istri kepada calon suami.

Maka dapat diambil kesimpulan bahwa maksud dari defenisi operasional
adalah untuk mengetahui bagaimana pendapat Imam Malik dan Imam Al-

Auza’i tentang penundaan pembayaran mahar.
H. Metode Penelitian

Dalam rangka menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis menggunakan

metode sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (Library
Research) yaitu, serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode
pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengelolah bahan
penelitian'®, yaitu dengan mengumpulkan teori-teori dalam kitab-kitab, pendapat
para ahli dan karangan ilmiah lainnya yang ada relevansinya dengan pembahasan

dengan karya skripsi ini.
2. Sumber Data

Mengingat penelitian ini menggunakan metode Library Research, maka

diambil data dari berbagai sumber tertulis sebgai berikut:

' Mestika Zed, Metodologi Penelitian Kepustakaan, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), 3.
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a. Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber yang bukan
asli yang memuat informasi atau data tersebut®’. Adapun sumber skunder
penlitian dalam penulisan skripsi ini adalah kitab 7erjemah Bidayatul
Mujtahid, al-figh ‘ala madzhahib al-arba’a, figh lima madzhab dan kitab
lain yang membahas tentang mahar.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam rangka mendapatkan data yang akurat untuk mendukung penelitian
ini, maka penulis akan menggunakan metode pengumpulan data, yaitu
metode dokumen (Documentation). Metode dokumen adalah metode yang
dilakukan dengan cara mencari dan mempelajari data dari catatan, transkrip,
berkas, majalah, surat kabar, dan sebagainya yang berkaitan dengan
penelitian ini?'. Studi dokumen dalam penelitian ini digunakan untuk
memperoleh data-data dari kitab Bidayatul Mujtahid karya Ibnu Rusyd yang
berkaitan dengan pembahasan ini.

4. Teknik Analisis Data

Konsep dasar adanya analisis data adalah peroses mengatur urutan-urutan
data, mengorganisasikannya ke dalam satu pola, kategori dan satuan uraian

data.”* Untuk memenuhi konsep dasar analisis data ini, peneliti melakukan

* Tatang M. Amrin, Menyususn Rencana Penelitian, Cet. 111, (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 1995), 133.

2l Suharsimi Arikanto, Prosedur Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 202.

* Lexy. ] Moleong, MetodelogiPenelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Cet. 26,
2009), 248.
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analisis secara komprehensip dan lengkap, yakni secara mendalam dari berbagai

aspek sesuai dengan lingkup penelitian sehingga tidak ada yang terlupakan.*

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data

tersebut dengan menggunakan metode berikut ini:

5.

Metode Komparatif

Penelitian ~ Komparatif = merupakan  penelitian yang  bersifat
membandingkan. Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan persamaan
dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objeknya yang diteliti
berdasarkan kerangka pemikiran tertentu. Pada penelitian ini variabelnya
masih mandiri tetapi sampelnya yang lebih dari datu atau dalam waktu yang
berbeda. Jadi, penelitian komparatif adalah jenis penelitian yang digunakan
untuk membandingkan antara dua kelompok atau lebih dari suatu variabel
tertentu. Dalam hal ini penulis membandingkan pendapat Imam Malik dan

Imam Al-Auza’i tentang penundaan pembayaran mahar.

Sistematika Pembahasan

Secara garis besar penulisan skripsi ini terdiri dari 5 bab, dimana dalam
setiap bab terdapat sub-sub bab pembahasan, yaitu:

Pada Bab pertama memuat tentang latar belakang permasalahan,

identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan

2 Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004),

127.
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penelitian, kegunaan hasil penelitian, defenisi oprasional, metode penelitian
dan sistematika pembahasan.

Pada Bab kedua akan dijelaskan tentang pengertian mahar, dasar hukum,
kadar mahar, macam-macam mahar, bentuk dan syarat mahar serta hikmah
adanya mahar.

Pada Bab ketiga berisi tentang biografi Imam Malik, pendapat Imam
Malik tentang penundaan pembayaran mahar, metode ijtihadnya dan biografi
Imam Al-Auza’i, pendapatnya tentang penundaan pembayaran mahar, serta
metode ijtihadnya.

Selanjutnya pada Bab keempat, dibahas perbandingan pendapat Imam
Malik dan Imam Al-Auza’i tentang penundaan pembayaran mahar.

Terakhir, Bab kelima sebagai penutup, yang meliputi kesimpulan, dan

saran-saran dan penutup.



